
4.

7.

8.

11.

12.

9.

10.
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentrang Jalan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik .lrdonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

UndangF-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak OaeIah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor '130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20'11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran tlegara Republik tndonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
352e);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendarsan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik lMonesia Tahun1gg3 Nomor
6{, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4530);
Peraturen Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4578);

Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyebnggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik lndonesia Nomor 4593) ;

Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5161);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomff KM 65 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Keputusan i{enteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir untuk Umum;

13.

14.



SALINAN

BUPATI XEOIRI

PERATURAN BUPATI KEOIRI
ilOXOR 

'13 
TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSAT{AAII PERATURAII DAER.AH KABUPATE]I KEDIRI

ilOTOR 25 TAHUT{ 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAII UXUT

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHTAT TUHAN YANG TAHA ESA

BUPATI KEOIRI,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105) dan sesuai Nota Dinas Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 12 April 2012 Nomor
55113241418.45nU2 pedhal Percetujuan Petunjuk pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 201 l tentang
Retribusi Terminal dan Persetujuan Pefunjuk pelaksanaan pereturan

Daerah Kabupaten Kedi Nomor 25 tentang Retribusi parkir di Tepi
Jalan Umum sene Berita Acara tanggal 11 September 2012 Nomor
551198U418.45/ 2012 tentang Rapat P6mbaha6an Draft perbup tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor ZS Tahun 2011
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu mengatur petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Kediri Nomor 2E Tahun 2011
tentang Retribusi Partir di Tepa Jalan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, pedu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 20.t 1 tentang
Refibusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
UndangrUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyebnggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1099 Nomor 75,
Tambahan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomor 3g5l);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lrdonesia Tahun 2O(X Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimane telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4894) ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana t€lah diubah

beberapa kali terakhir dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 201'l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 1o/Seri

D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Notnor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pgmerintahan Kabupaten Kedira (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2'1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011 ientang

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 105);

XEIIUTUSKAII:

Menetapkan : PERATUMN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEI-AKSANAAN

PEMTURAN OAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JAITN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah lGbupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

5. Peiabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas P€rhubungan Kabupeten

Kediri.

6. Parkh adalah keadaan kendaraan beftenti atau tidak berg€rak untuk

beberapa saat dan ditinggalkan pengemldinya.

15.

16.

17.

18.

't 9.

20.
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7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dar/ atau air, serta di

atas permukaan air, kecuali ,alan rel dan jalan kabel.

8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan telah

ditetapkan obh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kerdaraan

Bermotor.

9. Kendaraan B€rmotd adalah sethp kerdaraan yang d(rerakkan oleh

peralatan mel€nik berupa mesin selain kendaraan yang berialan diatas

rel.

10. Mobil penumpang adalah kerdaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk

Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3 500 (tiga ribu lima ratus)

kilogrem.

I 1. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki

tempat duduk bbih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi

atau yang beratnya lebih dari 3.500 (t[a ribu lima ratus) kilogram'

12. Mobil Barang adahh setiap kendaraan b€rmobr yarg digunakan unhrk

angkutan barang.

13. Sep€da Motor adalah kerdaraan b€motor berode dua dengan aiau tanpa

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samPing atau kendaraan

bermotor beroda t(Ia tanpa rumah-rumah.

'14. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum

kendaraan bemotor berikut muatannya yang dipelboldtkan menurut

rancangannya.

15. Pemungutan adalah suatu rangkahn k€giatan mulai dari penghimpunan

data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

terutang sampai k€ghtan penagihan retribusi kepada Wajib R€tribusi serta

pengawasan penyeto€nnya.

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar g€luruh pongoluaran de€rah'

17. Retribusi Parkir rli tepi jalan umum yang selanjutnya disobut Rolribusi

adalah pungutan daerah sebagai p€mbayaran atas Jasa Penyediaan

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah

Daerah sesuai perafu ran perundang-undangan

'18. Sistem pungutan melalui Parkir Berlangganan adalah Pernbayaran atas

Penggunaan tempat Parkir di Tepi Jahn Umum yang dipungut sekaligus

12 (dua belas) bulan.
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'19. Badan adalah sekumpuhn orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, petseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisesi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

benfuk badan lainnya termasuk kontrak in\restasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

20. Wajib Rehibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, t€rmasuk pemungut atau pemotong Retribusi te.tentu.

21. Masa Retribusi adahh suatu jangka wahu tettentu yang merupakan batas

waktu bagi Waiib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pernerintah Daerah yang bersar€kutan.

22. Petryas Parkir adalah petugas yang drtunjuk Kepala Daerah untuk

mengatur penernpatan kendaraan yang diparkir.

23. Surat Ketetrapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat keEtapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok

Retribusi yang terutang.

24. Surat K€tetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjuhya disingkat

SKRDLB, adaleh surat ketebpan r€tribusi yang tneflentukan iumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada rctribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk mehkukan tagihan retribusi daryatau sanksi administratif

berupa bunga dary'atau denda.

26. lnsent'f Pemungutan Retribusi yang selanjufrya disebut lnsentif adalah

tambahan penghasilan yang diberikan s€bagai penghargaan atas kineria

tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

27. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola

data, keterangan, dan/atau buKi yang dilaksanakan secara ob)€ktif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemoriksaen untuk menguji

kepafuhan pomenuhan kewajiban retribusi dan/atau unluk tujuan lain

dalam rangka rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang'undangan

Relribusi Daerah.
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28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang

selaniuhya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan buKi itu membuat terang tindak pidans di bidang retribusi

yang tefladi serta menemukan tersangkanya.

BABII
KETENTUAN TEKNIS OPEMSIONAL

Pasal 2
(1) Menugaskan secara teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Kediri atas penyelenggaraan dan pemungutan

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2) Untuk membantu rnelaksenakan tr8as sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas Pefiubungan Kabupalen Kedhi dapat

mengdakan keriasama dengan juru Patkir bordasarkan perjanjian.

(3) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) palang lama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang.

(4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri b€rkewajiban melaporkan

kegiatan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepeda Bupati.

Pasal 3
(1) Kepada iuru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

mendapatkan hak-hak :

a. merlerima honorarium setiap bulan, dan besamya honorarium setiap

juru parkir ditetapkan tersendiri dengan Keputusan BupaU :

b. menerima bagian 40 % (empat puluh persen) dari Penerimaan brutto

sistem parkir lidak b€rlangganan yang diperoleh masing+nasing :

c. mendapatkan pakaian seEgam, sepatu dan perlengkapan lainnya

setiap tahun sefali ;

d. mendapatl€n asuransi keselamatan keria.

(2) Kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dahm Pa6al 2 ayal (2)

bertewajiban :

a. m€mbetikan pelayanan optimal dan sopan kepada masyarakal

pengguna jasa parkir ;

b. melakukan pengarwasan dan pengamanan brtladap kondaraan yang

termasuk di dalam wilayah op€rasionalnyai

c. menciptakan kelancaran dan ket€rtiban lalu lintes jalan;
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d. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku

terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah

Kabupaten Kediri;

e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan bermolor di

tepi jalan umumi

f. menerima retribusi parkir dari Wajib Retribusi yang tidak

berlangganan sesuaa dengan tarif yang telah ditentukanl

g. menyetor secara bruto hasil pungutannya ke Kas umum Daerah

melalui petugas Dinas Perhubungan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4
(1) Pembayaran retribusi parkir dilakukan sekal(;us kepada juru parkir

sotiap kali nrenggunakan fasiliias parkir yang telah ditentukan.

l2') Lokasi pelayanan parkir ditentukan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
('l) Pemungutan retribusi partir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan karcis yang telah

diperforasi dengan bentuk dan wama sebagaimana tercanfum dalam

Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan pada

kendaraan yang diparkir dan mudah dilihat.

Pasal 6
Hasil pernungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum harus disetor

secara brutto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 ,am.

BAB IV
SISTEM PARKIR BERISNGGANAN

Pasal 7
Tata cara mengajukan permohonan dengan sislem parkir berlangganan

sebagai berikut:

a. Wa,ib Retribusi mengisi formulir permohonan yang telah disediakan

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum

dalam Lampiran lll Peraturan Bupati ini;

b. formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan dltandatangani

Pemohon, diserahkan kepada petugas yang dituniuk oleh Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;



(1)

(2)

(1)

(2)
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petugas yang ditunluk melakukan verifikasi atas permohonan yang

diterima untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi dengan sistem

parkir berlangganan;

setelah ditetapkan sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud

pada huruf c, Wajib Retribusi membayar tarif yang telah diletapkan;

atas pembayaran retribusi tersebut diatas, diberikan tanda buKi

pelunasan sebagaimana tercantum dalam LamPiran lV Peraturan

Bupati ini kepada Warib Retribusi.

Pasal 8
Waiib Retribusi yang berdornisili di Kabupaten Kediri, mekanbme

p€mbayaran retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di kantor

Samsat Kabupaten Kediri.

Wajib Retribusi yang berdomisili di luar Kabupaten Kediri, mekanisme

pembayaran rgtribusi parkir bedangganan dilaksanakan di Dinas

Perhubungan Kabupaten Kediri.

pasal I
Pelaksanaan parkir berlangganan dilaksanakan dengan kerjasama

Vantara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, dan Kepolisian Resort Kediri.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

peftrturan perundang-undangan.

. BABV
WAKTU PARKIR

Pasal 10
Waktu parkir ditetapkan mulai pukul 05.00 WB sampai dengan pukul

21.00 wlB.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1 1

(1) Peniniauan tarif retribusi dilakukan dengan mernperhatikan indeks

harga dan perkembangan perekonomian.

(2) Peniniauan tarit sebagaimana dimaksud pada afi (1) diusulkan oleh

Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupali.

(3) Usuhn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clisertai dengan hasil

kajian.



BAB VI!
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

pasal 12

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
suafu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabutkan dan SKRDLB harus diterbitkan datam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusimempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pernbayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi
tersebut.

(5) setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain temyata
kelebihan pembayaran retribusi kurang/sama maka wajib Retribusi
menerima bukti pernindahbukuan sebagai bukti pembayaran
kompensasi dengan Retribusi terutang dimaksud dan tidak diterbitkan
SKRDLB.

(6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang Retribusi maka
harus diterbi0<an SKRDLB.

(7) Pengembarian kerebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirakukan daram jangka waktu paring rama Z
(dua) bulan sejak diterbitkan sKRDLB dengan menerbitkan surat
Perintah Pencairan Dana (Sp2D).

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rehibusi rtitakukan setelah
lewat 2 (dua) buran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan
imbalan bunga sebesar zo/o (dua persen) sebutan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 13
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang
Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud daram pasal 12 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BABVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

(U Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak unluk

melakukan penagihan sudah kedaluwaEa dapai dihapuskan.

(2) Wajib Retribusi harus mengajukan permohman tertulis perihal

penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada

Bupeti m€lalui Kepala Dinas Perhubungan disertai datadata yang

dipedukan-

(3) Dinas Pe.hubungan melakukan verifikasi atas permohonan waiib

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimak$d pada ayat (3), Kepala

Dinas Perhubungan mengajukan permohonan penghapusan piutang

refibusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan

surat pemohonan wajib retribusi dan data-data yang lengkap.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), EupaU

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedelu\,varsa.

(6) Atas penetapan Keputusan sebagEimana dimaksud pada ayat (5),

Dinas Perhubungan menghapuskan retribusi dimaksud dari daftar
piutang retribusi dan memberikan Salinan Keputusan s€bagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada Wajib Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSMN RETRIBUSI

Pasal 15
Perneriksean Retribusi bertujuan unfuk menguji kepatuhan pemenuhan

wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan cara sederhana meliputi :

a. pemeriksaan di lapangan atau ditempat pelayanan dilakukan terhadap
wajib retribusi pada waktu itu yang dilakukan dengan menerapkan

teknik pemerksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang

sederhana ;

b. pemeriksaan di kantor terhadap walib retribusi pada waktu yang telah
ditentukan yang dilakukan dengan menerapkan tieknik pemeriksaan

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hunrf
a, dilakukan dengan cara :
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a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya

sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah ;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung leinnya
termasuk keluaran dad media kornputer dan peEngkat elektronik
p€ngolah data lainnya ;

c. merninjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya, dengan rnemberikan tanda terima ;

d. meminta keterangan lisan darvatau tertulis dari uraiib retribusi
yang diperksa ;

e. memasuki tempat atau ruangan yang dkjuga rnerupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan
petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat_
tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan
di tempat-tempat tersebut ;

f. melakukan penyegelan tempal atau ruangan tersebut pada hunjf
e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemerksaan ,g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang
diperiksa.

(2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b
dilakukan dengan cara :

a. me.nberitahukan agar vyajib retribusi rnemba\ ra tanda pelunasan
retribusi, buku-buku catatan dan dokurnen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya :

b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengohh date lainnya dengan memberikan tanda terima ;c. memeriksa buku-buku catjatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya ,

d. meminta keterangan lisan danlatau tertulis dari wajib retribusi
yang diperiksa ;

e. meminta keterangan dan/atau buKi yang diperlukan dari pihak
kotilra yang mempunyai hubungan dengan waiib rehibusi yang
diperiksa.

pasal ig
(1) Apabila pada saat dirakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi

atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan sepanjang da pihak yang mempunyai kewenangan
untuk bertindak mewakili wajib rctribusi sesuai batas kewenangennya,
dan selanjutnya perneriksaan difunda untuk dilanjutkan pada
kes€mpatan berikutnya.



12

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan' sebelum pemeriksaan

lapangan ditunda, pomeriksa dapat melakukan penyegelan tempat

atau ruangan Yang diperlukan'

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilaniutkan s€telah

dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' waiib

retribusi atau wakil atau kuasanya tidak iuga ada di tempat'

perneriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu merninla

pegavvai waiib retribusi yang bersangkutan untuk mavakili waiib

retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan'

(4) Apabila waiib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan iiin

untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak

memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan

yang diperlukan, waiib retribusi atau wakil atau kuasanya harus

menandatangani surat pemyalaan penolakan membantu kelancaran

petneriksaan .

(5) Apabila pegeltai waiib retribusi yang diminta rnarekili waiib retribusi

s€bagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu

kelancaran pemeriksaan, ysng beGangkutan harus rnenandatangani

surat p€myataan penolakan membantu kelancaran pomeriksaan'

(6) Apabila terjdi p€nolakan untuk menandatangani surat sebagaimana

dimaksud pada ayal (4) atau ayal (5)' perneriksa membuat b€rita

acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemerikga'

(7) Surat pemyataan penolakan pemedkssan' surat p€myataan

penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara

penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)' ayat

(5) dan ayat (6) dapat diiadikan dasar untuk penetapan besamya

retribusi terutang secara iabatan atau dilakukan penyidkan

Pasal '19

('l) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan urtuk digunakan s€bagai

dasat p€nefuitan STRD atau tuiuan lein unuk pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan retribusi daerah'

(2) Apabila penghitungan t;;;'* retribusi vang terutang dalam STRD

sebagaimana 0,..*"ro- i"J" ayat (1i b€,o€da__dengan .KRD'

perbedaan besarnva ;*il; #;hukan t<epada waiib retribusi

yang bersangkutan '

Pasal 20

(1)Pemberian"*r1,::;::11;1'iff ::"";,ff lffi ::1""?1:x:
pe(Eriksaan lenskae 

;'il;";an s€bsai dilakulil"n." 
dlakukanpuruh satu) hari setelan 

;;';""i *,*r,yl^:r"n*""an lapansan
(2) pemberian ""**il;iliriii"n setetah pem(

dalam waKu Paling la

sete'sai ditakukan
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(3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada waiib retribusi segera

setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak rnenunggu

tanggapan wajib retribusi.

(4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, STRD diterbitkan secara labatan, berdasarkan hasil

pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.

(5) Pemberitahuan hasil pemenksaan kepada wajib retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakuken apabila

pemeriksaan dilaniutkan dengan penyidikan.

Pasal 21

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya

tindak pidana di bidang .etribusi daerah, pemeriksaan tetap dilaniutkan

dan pemeriksa membuat laporan pemerikaan.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan penguEngan, keringanan dan pembebasan

retribusi pa*ir kendaraan bermotor di tepijalan umum.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib

retribusi.

(3) Tatra cara pergumngan, keringanan dan pembebasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai b€rikut :

a. wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan

pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Kediri;

b. pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis

dengan disertai alasan yang jelas ;

c. pengurangan, keringanan dan pembebasan harus diajukan dalam

jangka waKu paling lama 2 (dua) bulan s€rak tar€gal surat

ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain diterbitkan,

kecuali apabila wajib rehibusi dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaennya;

d. pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak

menunda kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan

penagihan retribusi.
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( ) Dahm iangka waktu palrng lama I (enem) bulan seiak tarqgal surat

pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Bupati harus

nrenrberi Keputrsan atas penguratg€n, keringnnan dan pembebman

yang dhiukan.
(5) Keputusan Bupati atas pengurangan, kerirqanan dan pembebasan

sebagaimana dlmaksud pada ayet (4) dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian. menolak atiau menambah bcsamya ratribusi

yang terutarq.
(0) Apabih iangka waktu s€bqnirnana dimaksrd pada ayd (4) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, pengurarpan, kerirganan

dan pembebasan yang diaiukan tersebut dittrygap batal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perafuran Brpati ini disusun berdagartan Nda Dinao Kepala Dinre
Perfir.bungan Ksbtpaton Kediri tanggel 12 Apdl 2012 Nomor

531R241418.45nO12 perihal Penetujuan Petuniuk Pehksanaan Peraturan

Dmrah lGbr.rpaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011 lentang Refibusi Terminal

dan Persehritnn Petuniuk Pehksanaan Peraturan Daerah l(ahpsbn Kediri

Nomor 25 tenUng Retibusi Parkir di Ted Jalan Umum dan Berib Aara
tanggnl 11 September 2012 lSrnor 551r988/41845n012 bntang Rapat

Pensahasan Drafi Perbup tentarg Petuniuk Pelaksanaan Perde Nornor 24

Tahun 2011 bntar1g Retribrci Terminal dan Petunjuk Pel*senaan Perda

Nonror 25 Tahun 2011 tantarq R€ffibrri Parldr di Tepi Jabn Ururm, serte mubi
bedaku pada bnggal diundangkan.
Ager s€tbp oreng rnengrstahuinya, rremerhtal*an pengundangan Peraturan

Bupati iniderqan pen€rnpetennya dalam Berita Daerah lGilpaten K€diti.

Dibtapkan di Kediri
pada Aqggnl 22 - 1A - 2012

BUPAN KEHRI,
u

HARYANTI SUTRISIIO

Diurdangkan di Kediri
pada tarqgol 22 - 10 - 2412
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEI' XEDIRI,

frd
SUPOYO

BERITA DAERAH I$BT,PATEil IGTXRI TAHUX 2O'2]IOTOR €
Sallnan seeuai dengan mlinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH
Asbten Administrasi Llmum



LAMPIFAN I :PEF.ATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 43 TAHUN 2012
TANGGAL : 22-1O-2012

OAFTAR LOKASI PARKIR

NO LOXASI PARXIR JAM KETERANGAN

4

KECA ATAN PARE

1 Jl. PB. Sudirman depan Kantor BRI 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30M2

2. Jl. PB. Sudirman depan Rumah Bu Titik 08.00 - '14.00 15r2=30M2
3. Jl. PB.Sudirman dpn Toko Sumber Listrik 08.00 - 14.00 15 r 2 = 30 [,f
4. Jl. PB. Sudirman d8pan Dua - dua 08.00 - 14.00 15 r 2 = 30M2
5. Jl. PB. Sudirman depan Berdikari 08.00 - 14,00 15x2=30M2
6. Jl. PB. Sudirman depan Kantor BCA 08_00 - 14.00 15 x 2 = 30M
7. Jl. WR. SuDratman depan Bank Lipm 08.00 - 1.t.00 20x2.10M2
8. Jl. WR.Su9ratnan deDan Toko PBakaku 08.00 - '14.00 15x2=30M2
9. Jl. WR.Supratman dpn ToIo Empgt Lima 08.00 - 14.00 15x2=30M2
10. Jl. WR. Supratman depen Toko Bata 08.00 - 14.00 15x2=30i,12
'tl. Jl. Letien Sutoyo depan Pos Polisi 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30M'a
12. Jl. Lstion Sutoyo dep3n Apolik 08.00 - 1.t.00 10x2=20M7
13. Jl. Lotien Suloyo d6pan Holel Amanda 08 00 - 14.00 't5 r 2 = 30M2
14. Jl. LGtisn Sutoyo d€pan Sste Slanrat 08.00 - 14.m 15x2=30M2
15. Jl. Lstign Suioyo depao Toko Tosan 08.00 - r4.@ 20x2=10M2
16. Jl. Ma3trip d€9an Toko lrti Motof o8.oo - 14.00 15x2=30M2
17. Jl. Mastrip depan Bank Danamon 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30M2
18. Jl. Mastrip dopan tambal ben 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30M2
19. Jl. Bhaysngkara dcpan Toko Jamu 08.00 - 't4.00 15 x 2 = 30Mz
20. Jl. Tambora depan S€lep Kelapa 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30 M
21. Jl. Bhayangkara depan Toko Jamu 08.00 - 1,1.00 15 x 2 = 30 M2

22. Jl. Bhayengkara depan rumah makan 08.00 - ,la.@ 15x2=30}12
23. Jl. fugopuro Uiara 08.00 - 14.00 2O x 2 = 40 }tf
24. Jl. fugopuro Timur Pasar 08.00 - r4.00 15r2=30M2
25- Jl. Aroopuro d€pan Pasar 12.00- tE.00 15x2=30M2
26. Jl. fuoopuro depan Toko Mu,yo 08.00 - 12.00 15x2=3OM2
27. Jl. tugopuro Timur Passr 12.00 - 18.00 15 x 2 = 30#
28. Jl. Arcopuro dopan Toko Obral 08.00 - 14.00 15 r 2 = 30M2
29. Jl. Muria depan Toko Emag 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30M2
30. Jl. Muria seb€lah masiid 08.00 - 14.00 '15 x 2 = 30 M
31. D€pan Apotek Husada 08.00 - 14.00 '15 x 2 = 30M2
32. Jl. Tambora 'r2.00 - 18.00 50 x 5 =250M'?
33. Jl. Sumbing Barat Pasar 12.00 - 18.00 50 x 5 =250M2
34. Jl. Tambora 12.00 - 1E.00 50 x 5 = 250 M2

35. Jl. Sumting 12.00 - 18.00 20 r 2 =,OMz
36. Jl. Sumbing 12.00 - 1E,00 15x2=30M2
37. Depan Samsat Pare 07,00 - 14.00 50 x 5 =250M2
38. Jl. Merpati B€rat Pasar 12.00 - 18.00 50 x 5 =250M2
39. D6pan Toko Aneka 08.0O - 't.1.00 50 x 5 =250M'z
40. Jl. Merapi depan Kantor Ssmsst. 08.00 - r4.m 25 x 5 =125M2
41. Jl. M€rapi Baret d€pan Paser BervarE 08.00 - 14.00 15 x 2 = 30 M

42. Jl. Raya depan Toko Bsta 17 .OO - 21.00 5O x 2,5 = 125 M2

43. Jl. Kediri Stasiun KA r7.00 - 21.00 25 x 2,5 = 62,5 M2

44. Jl. Raya d@an Toko Pus€ka 17.00 - 21.00 25 x 2,5 = 62,5 M2
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1 2 3 4
84. Depsn Apdtt Eka Sahi 08.00 - 13.00 10x3=30M4
8s. Depan Artha Pamenang 08.00 - 13.00 10x3=30M2
86. Depen lndomamt 08.00 - 13.00 10x2=20Mz

KECAIAIAI| ]aG $LUI$H
87. Depen Pasar Ngsdilwih 08.00 - r4.m 25 x2,5 = 62,5 t#
88. Jl. Raya dopen To{ro Lima Jrya 08.00 - 14.m 30 x 2,5 = 75 )I(
89. Jl. Raya depan Toko Sarinah 08.00 - 14.m 20 x2.5 = 5O M=

90. PsrtkJaan Desa Bbbak 08.00 - 14.m 20 x3= 80 M2

91. Dqen Pasar ke timur 08.m - 14.m 25 x2= 50 M2

(EqAIATAX GRIX(XiHG

92. Depen Pesar Gdngging 08.m - 14.m 50 x 5 =250ltf
93. Oepan Pasar Toko Rerttki Mtda 08.00 - 14.00 20x3=60M4
94. Timur Pasar Gringgifts 08.m - 14.m 23x2=50i#

KFCAIATAil nGiSEr
95, Dopan Kioa Tegrg 08.00 - 13.00 15x2=3lMz
96. Depan Notub 08.00 - 13.00 1Ox2 = 20 M2

KECAIA'TAil KRAS

97. Parkir l,.ltara Pmar Kras 08.00 - 13.m 20x3=60[i2
sE. Depen PaaKras( TiS l$mn ) 08.00 - 13.m 5O x 3 =150t12
99. Timur Pasar Kraa 08.00 - 13.m 25x2=50tF

[Eg4f,AU[-E&qU-
100. Depan Paaar Pagu 08.00 - 13.00 2Ax2=40M2

KECAIATAII XUII'AIIG
101. Pa*ir Depen Pasar Kunjang (ts.00 - 13.00 50 x 4 =200trf

KECATATAX XEPUI{G

102. Depn P*ar Karangdinolo 08.00 - r3.00 50 x 3 =150#
Krc flATAr{ r(^Ipal

103. Depan Pacar t(andd 08.00 -13.m 87 xl = 3{8 Ma

KEcnr/r'rur xuo
1(r. Depan Pasa ltkrjo 08.00 -13.m 25x1=100#

KEqAIATA,. BAr{YArqil
105. Depen Pasar Buah 08.00 -13.00 5tl 15 =250M2
10e. Lltara parempatan barat jalan 08.m -13.00 1O x2 =?0lf

KECATATAX P\esOKrtTEra
107. Dep€n hsgr€nggdo 08.00 -13.00 100 x5 =flXlM2

I(ECATATA,TI PAPAR
108. Depan PmrPry 08.00 -13.00 100 x4 =400ti2

KECATATATI KAYEiI XIOI.IL

100. Depan Pas* Bangsongnn 08.00 -r3.00 50 x4 =200i13
](ECAXATAil PLEttAltAtt

1 10. Depr PasrBogo 08.00 -13.00 150 x5 =750M2

Safinan sesr,Ei deqen aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH
Asisien Admhisilrasi Umum

u.b.

(SE. MM
'ingkat I

BT'PATI XEDIR|I,

td
}IARYAilN EUTRf,SilO

199n31008



tAMPlRAll ll: PIRATUftAII EUPArl (EDIRI

llOtlOR : a3 TAI{UI{ 20U
TAI&GAI : 22 rO - 20U

BET'TUT L[(tNAil DAfl WAR}{A I(ARCIS TAIOA B['XN PELIf,{ASAT'
PEreAYARAH ETRH'SI PAFfiN H 1EFI JALAil UMfl SII T PANU(N

II}AK BERTINGGAi{AII

1. SEPEDAMOTOR:

b. Ukurm karcb ;

- Panjang (17.5 cm)
- Lobar (7,5 crn)

c- Wbrna karcis :

Empat persegipanjang

- Dmar kertas : Fttih
- TuSsanlleks : Merah

I MOBIL PENUMPANG DAN MOBIL BARANG
Derryan JBB > 3500 kg

a. B€ritut l€rcis :

b. Ukurm karcis :

' Pilr}lng (17,5an)
- Lebff (7.5 an)

c. WLna karcis :

Empat persegi panjang

- Dasar kertas : Putih
- Tulisan/leks : Hiiau

T. MOBIL BIS DAN MOBIL BARA,I.IG

a. Bentut karcis :

b. Ukurm karcb :

- Par$ng (17,5 cm)
- L€b8r (7,5 cm)

Empat persegipanjang

- Dmar kodas : Putih
- Tufisanfreks : Biru

Salinen scsni dengm aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
Asistm Administrssi Umum

.6rs

zuPAlt t(EotrU,

tE

HTRYAIIII SI'IH$IO

'1. r.

ii'!:
lr'l:'

ll'r,' Itail



LAlrPlMN ltl : PERATURAN BUPATIKEDIRI
NOMOR : 43 TAHUN 2012

TANGGAL:22-10-2012

BENTUKFoRHULIRPERnoHoHANsIsTEtPARKIRBERI-ANGGANAN

$alinan sesuai &ngan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administasi Umum
u'b.

BUPAN KE['IRI'

fid

HARYAXN SUTRISNO

Kepada
Yth. Kadinhub Kab. Kediri

dF Kediri

P.rmohomnlcrrglkuGsLfinhrtlrBrrlrllggn.n
dl Krbup.bn K.diri
Perda l(Sr4eten K€diri Nomor

:

:(RODA2TRODA4/LEBIH)
K€diri'
Psnohon

Tahun 2012

Kendaraan
Pemilik

Kendaraan

Urut :



LAMPTt^il IV : PERAilIRAII BTPAII TEDMI
ilfl(n : ar TA}[H 2012
TAI'GGt:2,- 10 -2O12

BEilruK UKURAII DAil WARI{A STT(ER TAilOA BUKN PELUTIASAil
PARKR BERLAI{GGA}IAN

l. Jenis Stiker : Kendaraan Roda 2
Nominal Rp. 10.000

Stker
Biru
Hitam

3cmx6cm

- Jenis

I Jenis Stiker : Kendaraan Roda 4 / tebih
NominalRp. 20.@0,-
- Jenis : Stiker
- Wama dasar : Orange
- Wama tulisan : putih dan Hitam
- Ukuranjadi : 3cmx6cm

Sdimtr sesuai den$n aslinya
An. SEKRETARISDAERAH
Asisten Administrasi Umum

BUPAII KEDIRI,

ttd

HARYAilN SUIRISIIO

- Wama dasar
- Warna tulisan
- Ukuran ladi

I

a. a


